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1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana mengelola suatu sistem
informasi di lingkungan [IAIN Pontianak .

2. DEFINISI

2.1

2.2
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2.4

2.5

2.6

2.7

Teknologi Informasi adalah sebuah teknologi yang dipergunakan untuk
mengelola data yang didalamnya meliputi memproses, mendapatkan, menyusun,
menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai macam cara dan prosedur guna
menghasilkan informasi yang berkualitas dan bernilai guna tinggi.

Sistem informasi adalah suatu kesatuan dari proses-proses, sumber daya
manusia yang terlibat dan teknologi informasi terkait yang dimanfaatkan untuk
pengelolaan informasi.

Perangkat Lunak (software) adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan
dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat
berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah.
Perangkat Keras (hardware) adalah salah satu komponen dari sebuah komputer
yang sifatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata,
yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi.

Implementasi pengembangan perangkat lunak adalah suatu proses pengubahan
spesifikasi sistem menjadi sistem yang dapat dijalankan.

Programer adalah orang yang menulis kode program untuk suatu aplikasi
tertentu berdasarkan rancangan yang dibuat.

Klien adalah unit / bagian yang mengajukan pembuatan sistem informasi baru.

3. RUANG LINGKUP

3.1
3.2
3.3

Mengetahui Tugas dan Fungsi Pengolah Sistem Informasi
Mengetahui Tugas dan Fungsi Jabatan
Mengetahui Tata cara pelaksanaan pengelolaan Sistem Informasi

4. PENGGUNA

4.1
4.2

Unit / Lembaga/Fakultas di lingkungan IAIN Pontianak
Tim pengembang sistem informasi




5. PROSEDUR KEGIATAN

Aktivitas

Pelaksana

Mutu Baku

Kapus
PTID

Unit/
Lembaga/
Fakultas

Rektor

User

Admin

Super
Admin

Syarat

Waktu | Output

Mengusulkan nama-
nama administrator

)

)

Surat

1 Hari

Menetapkan
menetapkan jenjang
(level) hak akses pada
setiap perwakilan
unit/lembaga/fakultas.

Mengusulkan
penetapan tenaga
administrator dan
super administrator
kepada Rektor.

Surat
usulan

1 Hari

Menetapkan nama-
nama administrator
pengelola sistem
informasi dengan cara
menerbitkan SK.
Rektor.

1 Hari | SK.
Rektor

Berkoordinasi
langsung dengan
administrator sistem
informasi unit,
lembaga dan fakultas.

Berwenang untuk
mengatur dan
mengelola sistem
informasi di unit dan
lembaga yang menjadi
tanggungjawabnya.

Meminta bantuan
super administrator
jika terdapat persoalan
yang tidak sanggup
diselesaikannya atau
di luar
tanggungjawabnya.

1 Hari

Berwenang dalam
ruang lingkup
pengelolaan, sistem
informasi di atas
wewenang
administrator
unit/lembaga dan
fakultas.




6. DOKUMEN TERKAIT

6.1
6.2

Pedoman/Manual Sistem Informasi
SK. Rektor tentang Implementasi Sistem Informasi
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